SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 3¢ TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBABRAN ANGGARAN FENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN(Y MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksansan ketentuan Pasal & Feraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh ‘Tahun
Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjebaran Perubahan Angeeran Pendapatan dan
Eelanjga Dacrah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dar
Rorupsi, Kolusi dan Neportisme (Letrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kevangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tembsahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasionaol {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomnr 4355);

5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44003;




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanasn  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara RepubliR Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 icntang
Perimbangan Keunangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nowmor 4438];

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2009 Npmoer 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik hndonesia
Nomor 5044,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reptblik
Indonesta Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Deaerah (Lembaran Negara Republik
Indoneaia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Admimistrasi Pemerintahan ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewatl Perwalkilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 47, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4712);




14.

15.

16.

17.

18.

19.

24,

21

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lecmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340};

Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2005 Nomeor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575];

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuvangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576]) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturann Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesgia Nomor 5155);

Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 20035 tentang
Pcngelolaan Kecuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik I[ndonesia Tahum 2005 Neomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah
[Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambabhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendenaan dan Pengelelaan Bantuan Bencana
{Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4829);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);




22

23.

24

25.

27.

28,

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubkah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor #3 Tshun 2012
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1935, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneaia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajalt Daerah dan Retribusi Caerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 359, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahurn 2012 tentang
Hibah Daerah [Lembaran Negarz Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembsaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonegia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Fenyelenggaraan
Pemerintah Dacrah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamhahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);

Peraturan Fresiden Nomor 54 Tahur 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peratusan
Presiden Nomor 4 TFahun 2015 (Lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daergh
sebagaimana telah diubah beberapaksli terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);




3l

32,

33.

34.

35.

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersuinber Dari Anggaran
Pendapaian dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450}
sebagaimana telah dinbah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomaor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2013 tentang Pembemtuksn Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036),

Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 31 Tahun
20156 tentang Pedoman Penyusuhan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 8374) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor 109 Tahun
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 125):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungawaban
Dana Operasicnal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

FPeraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahua 2010 tentang Polok-pokok Pengelolaan
Kenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19

Tahun 2016 tentang Anggarsn Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Pringscwu Tahun 2016 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05
Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angpots
Dewan FPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 Nomeor U3);

. Peraturan Bupati Pringsewu Nomoar 49 Tahun 2016

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daergh Kabupaten Fringsewu Tahun 2016 Nomar 49,
sebagaimana telah diubah beberapakali teralkhir
dengen Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 26 Tahun
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2017 Nomor 26);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017,

Pasal 1
Anggaran PFendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 semula berjumlah
Rp.  1.236,357.256.603,00 bertambsh  sejumiah
Rp. 10.174.442.290,01 schingga menjadi
Rp. 1.246.531.698.893,01 dengan nincian sebagai
herikut:
A. pendapatan
1. semula Rp. 1.200.857.256.603,00
3. bertambah Rp. 19.470.195.162,00 (+
jumlah pendapatan
setelah peruhahan Rp. 1.220.327.451.765,00
B. belanja
1. semula Rp. 1.236.357.256 603,00
2. bertamhah Rp. 16.194.314.326.01 (+)
jumlah belanja
setelah perubahan Rp. 1.252.551.570.929,01
surplus/ (defisit)
setelah perubahan Rp. {32.224.119.164,01)

C. pembiayvaan

1. penerimaan
a) semula Rp. 37.500.000.000,00
b} berkurang Rp. (3.199.470.883,99) {-)

jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp. 34.300.529.116,01

2. pengeluaran

a) semula Ep. 2.000.000.000,00
b bertambah Rp. 76.400.952,00 {+)
jumlah pengeluaran

setelah perubahan Rp. 2.076.409.952,00 (-)

jumiah pembiayaan netta
setelah perubahan Rp. 32.224.119.164,01 (-

sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal | dirinei lebih lanjut dalam Lampiran 1.




Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimeksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjul dalam Lampiran II.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima, besaran hibah
dan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IIl dan Lampiran IV.

Pasal &

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai

dengan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturen ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap arang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Fringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggel 10 Qeitcbwr 2017
BUPATI PRING3EWU,

dto
SUJADI

Diundangken di Pringsewu

pada tangeal

13 Okjober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 39

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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